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BAB III 

PENUTUP 
 
 
 
 

A. Kesimpulan 

1. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan bagi Narapidana belum 

sepenuhnya diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. 

Hal ini dapat diketahui dari masih adanya pembedaan perlakuan dan 

pelayanan antara Narapidana yang satu dengan Narapidana yang lain, 

diluar dari pembedaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

2. Hambatan-hambatan dalam penerapan asas persamaan perlakuan dan 

pelayanan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Mataram, terkait dengan kurang memadainya hal-hal sebagai berikut : 

a) pola dan tata letak bangunan, 

b) kualitas dan kuantitas Petugas,  

c) sarana/fasilitas pembinaan,  

d) kualitas dan ragam program pembinaan, dan  

e) kerjasama dengan instansi (badan) tertentu baik yang terkait secara 

langsung maupun tidak langsung. 

B. Saran 

1. Pola dan tata letak bangunan harus diperbaiki untuk menunjang 

pemenuhan hak setiap Narapidana terkait kelayakan tempat pembinaan 

yang dapat berpengaruh pada kesehatan Narapidana. 
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2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Petugas Pemasyarakatan yang pasti 

akan terkait dengan pembinaan Narapidana dan pemenuhan asas 

persamaan perlakuan dan pelayanan bagi Narapidana. 

3. Perlu adanya peningkatan dan perbaikan terhadap sarana atau fasilitas 

pembinaan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil 

pembinaan bagi Narapidana. 

4. Kualitas dan ragam program pembinaan harus tingkatkan agar benar-benar 

memberikan manfaat bagi Narapidana, sesuai dengan bakat dan 

keterampilannya. 

5. Kerjasama dengan instansi (badan) tertentu baik yang terkait secara 

langsung maupun tidak langsung, harus tetap dilaksanakan sebagai salah 

satu pendukung program asimilasi, program pembinaan kesehatan, 

program intergrasi, dan program-program pembinaan lainnya. 
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